
3) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNr);

4l Program Keluarga Harapan (PI{H};
5) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
6) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama

TKUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

' g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Ker.la, dengan prioritas:
1) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat

guna;
2) penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

(IMTA) yang lokasi kerja di daerah kabupaten/kota;
3) pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
4) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang

kredibel; dan
5) perlindungan Tenaga Ke{a Indonesia (TKI} di Luar Negeri (pra dan

purna).
h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Pelindungan Anak, dengan prioritas:
1) pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga

pemerintah tingkat daerah Frovinsi;
2) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan pa-ra

. pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah
Kabupaten/Kota;

3) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujud.kan Kesetaraan
Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas
daerah Kabupate n / Kota;

4) pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah
Provinsi; dan

5) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan pa-ra pihak
lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:
1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan

dengan peningkatan produksi pangan pokok;
2) stabilisasi harga bahan pangan;
3) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangax termasuk petani,

nelayan dan pembudidaya ikan Kawas€rn Mandiri pangan (KMp);
4) penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian

pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah
kabupaten/kota; dan

5) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya
sesuai kebutuhan Daerah kabupatenlkata dalam rangka stabilisasi
pasokan dan harga pangan.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas:
1) penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.
2) pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

dan
3) percepatan persertifikasian tanah (PTSL).

k. Urusan Pemerintahan Bidan! Lingkungan Hidup, dengan pricritas:
1) pelaksanaan KAjian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
2) Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau

evaluasi perencanaan pembangunan daerah;


